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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pemaparan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Intinya Perjudian dalam bentuk apapun adalah dilarang, baik menurut
Pasal 303, 303 bis KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974,
tanpa terkecuali setiap perjudian dianggap sebagai tindak pidana. karena
perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman
atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut, Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal
303 bis 2 KUHP ialah sengaja melakukan perjudian yang bersifat untung-
untungan dan menghasilkan uang, permainan judi, adalah tiap-tiap
permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung
tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih
atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka
yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

2. Optimalisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk
menekan jumlah tindak pidana perjudian toto gelap ialah Dengan Upaya
Pembaharuan Hukumi, bukan hanya untuk melindungi warga negara pada
umumnya juga dapat dipakai untuk melindungi para aparat penegak hukum
agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara

pemerintah melakukan sinkronisasi dalam pembentukan undang-undang dan
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memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian, serta
melakukan tindakan preventif yakni dengan cara melakukan pengawasan dan
pengontrolan dengan memperbanyak razia serta kunjungan-kunjungan patroli
ke tempat-tempat Judi Toto Gelap dan melakukan pengawasan kepada
anggota sehingga ketika akan melakukan tindakan razia jangan sampai
terlebih dahulu bocor kepada pihak pengelola sehingga mereka dengan
mudah mengelabui petugas, selain itu tindakan represif diperlukan guna
memberantas para pelaku tindak pidana perjudian dengan cara menangkap
para pelaku untuk dipidana dan bukan hanya bersifat pembinaan saja.
B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah dan Polri secara Tegas memberantas tindak
pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian toto gelap dan
penerapan hukum terhadap pelaku hendaknya di tindak dengan
hukuman yang seberat-beratnya sehingga memberi efek jera terhadap
pelaku dan memberi contoh kepada masyarakat lain agar tidak
melakukan tindak pidana yang serupa

2. Hendaknya Pihak Kepolisian khususnya Polres Cimahi agar lebih giat
dalam melaksanakan pemberantasan perjudian toto gelap dengan cara
memberantas perjudian hingga ke akar-akarnya, agar tindak pidana

perjudian tidak semakin merebak di wilayah hukum Polres Cimahi
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